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Corruption has brought this country into an endless downial], various bad effects such as poveriy and the -
suffering of society, low.guality of public services, increasing the burden towards the public, the threai
disintegration of nation and of the couniry, bigger numbers of social as well as crimipal problems along
with many other bad effects has made the criminal act of corruption as an exiraordinary crime. -
Many efforis have been conducted fo fight corrupiion, namely the ferming of institution to eradicate
corruption which broady authorized in order to eradicate such corruplions. Government has shown its.
determination.fo eradicate corruption by issuing Presidential Decrea No. 5 of 2004 regarding the accelarete
of the Corruption Eradjcation. The Decree provides a special instruction to the Ministry of A aminisirative
Reform by means of coordinating, monitoring and evaluating the eradication of corruption. This special
instruction becomes a legal basis forthe Minisiry to form a working group on coordinating, monitoring
and evajuating the eradication of corruption. .. ... RV /F

Key- words : working group, corruption eradication

‘telah membawa negeri ini ke dalam keterpurukan yang seolah tak berkesudahan, berbagai -
dampak ‘buruk ‘seperti- kemiskinan ‘dan"kesengsaraan rakyat, fendahnya kualitas pelayanan publik,
meningkatnya beban masyarakat, terancamnya keutuhan bangsa dan negara, meningkatinya masalah
soslal dan kriminal serta berbagai dampak buruk lainnya menjadikan tindak pidana korupsi dikategorikan
sebagai kejahatan luar biasa. (exra ordinary crime). Berbagal upaya dilakukan guna memberantas
korupsi diantaranya pembentukan lembaga pemberantasan korupsi yang diberikan kewenangan luas
dalam upaya pemberantasan korupst. Kesungguhan pemerintah untuk memberantas korupsi juga terlihat
dari dikeluarkannya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi,
Instruksi Presiden ini memberikan instruksi khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarg'
unituk melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemberantasan korupsi. Instruks! khusus ini menjadi
dasar bagi Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara uniuk membentul Kelompok Keria Koordinasl Mo

Korupsi

Mo
toring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Pokja Kormonev.

Kata kunai : kelompok kerja, pemberantasan korupsi
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L Buruknyakuahtas pelayanian publik, meningkat- -
~nya angka kemiskinan dan penganggﬂreh ik
' rendahnya kualstas sarana dan prasarana yang_ _
dibangun pemerintah, semakin:lebarnya "

kesenjangan antara kaya dan- m:skin, mes
" 'nmgkatnya masalah sosial dan criminal, seolah

telah menjadi berita biasa yang setiap hari
men}adl konsumsi masyarakat Indonesia,

Berbagaz paneiman dnakukan untuk mengetahut_. .'
penyebab terjadmya korups&, pendapat yang:
menyatakan komps;tergada karena rendahnya gaji
yang dtteﬂma oleh. aparat pemer:ntah ttdak- £
sepenuhnya benar, kerapka!utenad: korups; yang_ g

dhakukan oieh Oi ang yang secara ekcnemt masuk A

dalam kategorl mapan bahkan berleblh
Secara garis besar, terdapat 2 (dua)

penyebab yang dgadzkan alasan untuk melakukan :

korupsi, yaitu 1 perfama, adalah untuk memenuhi

atay mencukupi kebutuhan h:dup (corrupﬁon by
neecs), rendahnya penghasilan menjadi alasan

tntuk melakukan korupsi; kedua adalah korup_s:
yang dilakukan semata-mata karena keserakahan
manusia (corrupiion by greeds), motivasi untuk

meningkatkan kekayaan dengan cara apapun

menjadi alasan untuk melakukan korupsi.
‘Kedua alasan di atas seolah ber!omba

e TR T b )
=Aa

:;.:-f:yaﬂg dzada!{an pacia Desember 2002 hamhataﬂ';'-_- .:::
--'-_pemberantasan ko_rupa dapat dzkelompokkan e

riangéung"iama yang bersumbe
kt_ek penye%enggaraan ﬁegara da

pemerintahan, Yahg termasuk dalam kelompok"f
i dsantaranya meliputi : rendahnya gaji PNS; o
‘egoisime sekioral dan institusional; belum =
efektifnya fungsi pengawasan; Eemahnya_-
“koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat. . .
penagak hukum; serta lemahnya sustem: e

pengendalian intern. :
= Hamba&an Hultural, yaitu hambatan

' -yang bersumher dari kebiasaan negauf yang
- 'berkembang di masyarakat Yang termasukdalam
: }_kelompokmi dlantaranya meliputi : masih adanya :
- snkap sungkan” diantaranya aparatur. peme# '
~rintah yang menghambat penanganan tmdak-_ L
_."--pmana korupa, campur tangan aksekutlr'f E
- legislatif dan yudikatif dalam penanganan korupsi;

-rendahnya Kkomitmen untuk rmenangani korupsi

; fsecara tegas dan tuntas; serta sikap permisif
' _'(masa bodoh) sebagxan besar masyarakat__
terhadap upaya pemberantasan korupsi. "

S Waﬁahatan instrumensial, yaltu
hambatan yang bersumber dari kurangnya
mstrumen pendukung dalam bentuk peraturan
perundang-undangan. Yang termasuk dalam
kelompok ini di antaranya meliputi : masih
banyaknya ;éeraturan perundang-undangan yang
tumpang tindih; belum adanya “single indentifi-

MEERERaT n:ﬁs 2% P ituyr\cu. ot i.aiii& uc:ncim

kasus-kasus korupsi di tanah air. Berdasarkan
Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Masicnal

m.c;iiqn_-.iag:;abr;l” yang-beraku-umtukesemus
keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dii);
lemahnya penegakan hukum penanganan
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korupsu, suhtnya pembuktzan terhadap tmdak
' _'pxdana korupsu serta Iambatnya _'proses pes'."

: _perundang-undangan yang mengandung ce!ah e
_KKN adalah yang- rumusan pasal- pasalnya :
'ambwa!en dan’ multl inter-pretasi serta tidak
'adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar

peraturan perundang uncfangan :

e Hambatan Manajemen, ya;tu ham-
batan yang bersumber dari d:abaikannya atau
tidak diterapkannya prinsip- prinsip manajemen
yang baik. Yang termasuk dalam hambatan ini
meliputi -2 kurangnya dukungan tekno!og:
informasi daiam penye!enggaraan pemenntahan,
kurangnya mdependenst dan profeswnahtas
organisasi pengawasan; serta kurang adanya
dukungan sistem dan prosedur. pengawasan
dalam penanganan korupsi,

- “Korupsi ‘menjadi semakin subur’ ketaka
keuntungan yang didapat dari tindak pidana
tersebut berbanding terbalik dengan resiko vang
kemungkinan menimpa pelakunya, ringannya
hukuman bagi koruptor seolah menjadi perang-
sang bagi orang-orang yang memiliki kesempatan
untuk mengikuti jejak “sang senior” dalam
melakukan perbuatan tercela tersebut. Feno-
mena yang terjadi akhir-akhir ini dimana pare
tersangka korupsi sukses dalam menempuh jalur
nui(um guna menghmuan sanksi pidana i:erhadap

dengan dimenangkannya peﬁnﬁhcnan il materil
(Judicial review) terhadap beberapa perangkat

f;nventarisas; peraturan perundang undang_'__n"':'
“yang. berpeluang KKN periode 1999+ -2003 oleh
"..kementrtan PAN d;s:mpu!kan bahwa peraturan_

'hukum yang. dzjachkan dasar baga Iembaga
pemherantas korupsn daiam memndak para T
- koruptcryang dzajukan aieh beberapa tersangka S
L -korupsn'Para koruptor tersenyum bahagia ketika
. mengetahui bahwa hak Konstitusional mereka
S “dlianggar” oleh pera"xgkat hukum a,ersebut
' seh;ngga Mahkamah Konstitusz merasa perlu
- untuk memuhhkan “peianggaran” tersebut
dengan membuat gaui:usan yang menimbu!kan '
 kontroversi di masyarakat, sepertinya hak rakyat
' yang dslanggar oleh para koruptor bukanlah hal

yang pentmg untuk d:perhatskan apalaga untuk '
d:puilhkan

Datam beberapa tahun. terakhar, Indone—
sia mendapat peringkat “teratas” dalam j Jajaran
negara-negara korup di dunia, usaha-usaha yang
dilakukan guna menurunkan posisi teratas.
tersebut seolah sia-sia, publikasi mternasmﬂal
yang dm[_is_o_!eh lembaga-lembaga internasional
sepertl Political and Economical Risk Consultancy
(PERC) dan Transparency Internasional me-
nunjukan bahwa upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia berjalan di tempat. Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) yaitu suatu ukuran yang mem-
perlihatkan kinerja suatu negara dalam pem-
berantasan korupsi yang dibuat melalui survei
independen terhadap masyarakat pebisnis di
suatu Negara, menunjukan bahwa Indonesia tidak
sunguh-sungguh dalam upaya memberanias
korupsi. Sejak bergulirnya era reformasi IPK In-
conesia selalu rendah walaupun ada peningkatan
vang sangat kecil. Hal ini menjadikan Indonesia

L= anmei&iti ii&.&juuu

te&'%{amp i dunia Tabei dl bawah ini menunjukan
perkembangan IPK Indonesia
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Tabei d:atas mamperi;hatkan bahwa upaya

yang dllakukan guna pemberantasan korupsz tidak

mencapai hasxi yang memuaskan Dalam kurun
waktu 6 {enam ) tahun Indonesia hanya mampu
memngk_atkan_IPK sebesar 0,5 (IPK tahtin 1999
sebesar 1,7 dan pada tahun 2005 menjadi2,2).
Indonesia tertinggal dalam hal pemberantasan
korupsi;-hal ini terlihat dari perbandingan IPK
beberapa . negara seperti terlihat dalem- tabel
dibawah ini. ;

| Tehun | Jumlah Negara| K | Peringkat |
1o Yaﬂngsurves I I e
|agea | g | 1,7/| Terkorupke-37|
N ETEE T | Terkerupked |
2008 e gy :Terkomp ke-3 |
{2002 1102 |49 | Terkerup ke 1
“2003 0 133l 4,9 D Terkorup kes ]
2004 1460 2,0 Terkorupkes
[2005 | 1% |22 Teoupkes

Dari tabel diatas menunjukan bahwa: I
dcnes;a masih perlu belajar pada negara~negara f
tetangga dalam hal-pemberantasan :korupsi,

' wataupun bﬂrbagai upaya telah dilakukan gunafg_-'f- -
'_pemberantasaﬂ korupsx, namun sepertmya s
-upaya~upaya yang dﬂaku%@an tersebut seclah sk
sia heiaka bagaskan usaha meluruskan benang__ _
yang basah. Meski kualitas korupsi kita menurut
cai:atan Transparanss Internasional sudah sangat:i'i .
temuruk kita tidak periu pesimis. China saja yang:f o
tadinya dmenal sebagai gudang korupsi, akhlmya__' s
'mampu mekakukan gerakan pemberantasaw- :

ke;‘upsa secara berwibawa.?

KorupSI yang telah merusak tatanan."'
kehndupan di negeri ini dikategorikan sebaga; :

kegahai"an yang luar biasa ( extra ordinary crimé).

Pemberantasan korupsi menggunakan cara
konvensional terbukti tidak memberikan hasil

yang diharapkan, sehingga diperlukan cara
penanganan khusus melalui metode penegakan
hukum vang bersifat fuar biasa, dengan cara
pembentukan badan khusus pemberantas korupsi
yang memiliki kewenangan luas, independen,
serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun.
Badan khusus vang bernama Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap
kasus-kasus korupsi. Pembentukan Komisi
Pemberaniasan Korupsi bukan satu-satunya buldi

kesungguhan pemerintah dalam pemberantasan
korupsi.

Megara 2003 2004 | 2008
Singapura 94 9,3 94
Hongkong = | 8,0 80 183
Jepang ¢ 7.0 6,9 7.3
Malaysia | 572 50 | 51
Korea Selatan | 4,3 4,5 5,0
Thailand 3,3 36 | 38
China 34 34 3,2
Inda 2,8 2,8 2.9
Vietham 2,4 2.5 2.6
Indonesia 19 2,0 2

=

e e
Sejak bergulirmva era reformasi, berbaga
upava ditakikan pernerintah guna memberanias
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L 'diterbtﬁkan guna mencnptakan_pemermtahan yang

S ko;-upSi Upaya tersebut d;lakukan tentuny___ - : '_-_'__meialu peiaksanaan d:k‘tum drktum___datam
5 Instruksi Umum adalaiy +

A . Deﬂmgkatan komitmen dalam pemberantasan

: :dangan dukungan perangkat hukum yang' K

' __d;terbstkannnya Undang undang No 31:-Tahun
11999 yang kemudian diubah dengan Undang- "
undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pem~..
berantasan Tindak Pidana i(orupsa kemud(an' -
dnterbﬁ:kannya Undang—undang No 30 i‘:ahun 2002 :
Tentang Komisi Pemberamasan T“ndak Pidana

korispst.- Penerbitan berbagai undang m‘zdang
tersebut belum dirasa cukup. Beﬁ:epatan dengen

Han Pemberantasan Kompz-:i di Indonesza pada '

tanggal 9 Desember 2004, Pres:den Repubhk in-
dones:a mengaiuarkan Instruks; Pres:den No 5
Tahun 2004Tentang Percepatan Pemberantasan
KOi‘UpSi Insi:ruksn Presmien ini sebaga: bukt|
adanya semangat Kabmet mdonessa Bersatu
dalam memberantas korupst

A, Mateﬂ Eﬂppres Mo 5 Tah;.m 2@04 ?‘entang
Percepa‘i:an Pembemntasan E{@rupsa
Materi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupst
terdiri dari :
AL, Sepuluh dildum Instrulsi Umum
Instruksi Umum ini waijib dilaksanakan oleh
semua instansi pemerintah pusat dan daerah.
Melalui pefaksanaan Instruksi Umum inf diharap-

'-'_"'_';jdapat dxkura'ngs sekecil mungkin;* _
._-:;Mencapal suatu kondzsu atau keadaan yang S
- =:j'menceﬂmnkan to!okukuratau ;ndskator ksneigaf R

erbaik (2e pracz‘f{:es) anti korupsi, sehingg:

me_falm peiaksanaan prakti

gadlnya tandak pzdané '%{orupsz

--3dari maszngﬂmasmg dsi«ci:um daiam mstruks;.- . 3

100

- Sepuiuh diktum datam mstmka umum ini adalah B
Kewajiban bagi seluruh pejabat peme-
B nntah yang termasuk dalam peyelenggara

negara sesuai Undang-undang No 28

--'--_fTahun 1999 tentang Penyelenggaraan
'ﬁ'iNegara yang Bersih-dan bebas dari
: -Korupg Kolusi dan Nepot!smeyang be%um =
ff_-meiaporkan harta kekayaannya agar_'.'
_ segera meiaparkannya kepada Kom;sr . '
o "Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat lain
: :_-yang waijib melaporkan hana kekayaannva -
“berdasarkan SE Menneg PAN No SE/03/ . -
M.PAN/1/2005 adalah : Pejabat Eselon II
~ dan pejabat lain yang disamakan di

lingkungan instansi pemerintah dan atau
Iemb'aga negara; Serua kepala kantor di
lingkungan Departemen keuangan; Pe-
meriksa bea dan Cukai; Pemeriksa pajak;
Auditor; Pejabat yang mengeluarkan
perijinan; Pejabat / Kepala unit pelayanan
masyarakat; dan Pejabat pembuat re-

lan-dapatmermberianiandasanyang kuatdaterm
melakukan pencegahan dan penindakan prakiik-
praktik korupsl. Sasaran yang ingin dicapai

Gaiash
Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam penyampaian Laporan Harta

Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Monitoring .
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_}.'Kekayaan Penyetenggara Negara (LH KPN)

5 | _Menetapkan program danw1iayah bebas a

o+ korupsi. .

6. -'.[_'_Pengadaan barang dan }asa yang sesuai.
: ._.'-.;;_.3_dengan Keputusan Presiden No 80 Tahun
2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa e

. Pemerintah.

'7.: . Menerapkan peia h[dup sederhana daiam-;-
ey f-menja!ankan urusan kedmasan_maupun_-:' -

pnbadl 5

.- nesia, Kejaksaan Republzklndonesna dan
o _i(om55| Pemberantasan Korupsi. -

9. __-_Meiakukan penefaahan dan kajian ter-

_.ha_da_p 51stem_~s_1stem_ vang berpotensi
“menimbulkan tindak pidana korupsi.

10. -Meningkatkan upaya pengawasan dan

‘pembinaan aparatur untuk memadakan

.perllaku korupttf

.Instruksi umum di atas dilaksanakan
melalui langkah-langkah ; Penetapan indikator
kinerja; -.Perencan,aan_ kegiatan; Pelaksanaan
kegiatan; Pemantauan dan pengukuran kinerja;
Evaluasi kinerja; dan Pelaporankinerja ~

_:Membuat penetapan kmer}a dengan pe~' _

: embertkan dukungan ma}szaI terhadap' 7.
_._upaya-upaya pembezantasan korups: yang S
- dilakukan oleh.Kepolisian Repubiik Indo- .

menetapkan seorang koordmator peiaksana dan_

_ _membentuk sata atau beberapa kelompok kerja*-‘-

B -'(pokga) yang dtsesualkan dengan keperluan i
" Kelompok kerja i
'-reﬂcana kegtatan, mengkaarcimas:kan ‘dan -

: :'memantau keg;atan mengukur kmar]a kegsatan
'_menghltung b:aya keglatan, mengeva!uast_'_
pe!amanaan keglatan deml tenNuJudnya sasaran :

_ fpencapalan 3 L

ma bertugas untuk menyusun'

A 2 Sebe!as Ensﬁmksg Khusus

: Berbeda dengan mszruksu umum yang waybf. R

:dilaksanakan oleh semua instansi. pemermtah_:'-_"

pusat dan daerah instruksi Khusus hanya'f::'

5 dltU}Ukan kepada Menteri Koordinator Bzdang .

_Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri.

._Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS, :.;-:ri' : '
| Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur =

Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, - -
Menteri Negara badan Usaha Milik Negara;
Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Komunikasi dan Informasi, Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indo-
nesia, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.
Kesebelas instruksi khusus tersebut linat pada
tabel berikut.

Secara umum instruksi khusus tersebut
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari
instansi-instansi yang menerima instruksi '_

: _ter_s__ebut._-_untuk itu pelaksanaan dari instruksi -
- khusus ini sepenuhnya diserahkan kepada

masing-masing instansi berikut perencanaan |

Mtk nlimi@‘%&;mm*mmi Ilnaliukb_i_iﬁuiu:i: i
atas, pimpinan dari masing-masing instansi yang
diwajibkan melaksanakan instrulsi umum, dapat

kegetardan penstaparndikaturnyeTSasaran

~ yang hendak dicapal adalah :

a. - Memperkuat upaya pemberantasan
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InstansiPenanggungjawab

 Kajian dan ujicoba E-Procurement.

. :_;'Z'Meﬂten Koordma%:or Btdang Perekonom:an
-_ ﬁ"'____".:Mentert Keuangan Menter; Perencanaan :;
‘Pembangtinan / Kepaia BAPPENAS

. Pengawasan. bi'dahg’ketjah'gan R

. B Menteri Keuangan
3. Rencana Aksi Nasional - ’ o R
w7 pemberantasan Korupsi (RAN PK) gE s Eébpe’naé”‘-* e
““4.a. Kebijakan pelayanan pub!sk o Menteri PAN

4.b. Penetapan kinerja / AR TR T
-~ Akuntabilitas kinerjas e Menteri PAN
4.c. 'Penerépan kebijakan tata Bee T T i
“u pemerintahan yang baik - - RERRT N ¥
ceesef Good governance o Menteri PAN
‘4.d. -Perbaikan Sistem kepegawalan Menteri PAN
4., Kormonev e . Menteri PAN
5. Pelaksanaan penyempurnaan
g dan penyusunan per-UU-an Men. HukHAM
6. Penerapan tata kelola perusahaan ok ATAY
vang baik pada BUMN Meneg. BUMN
7. Penyelenggaraan pendidikan
anti korupsi Men.Diknas
8. Sosialisasi pendidikan dan kampanye y |
' antf korupsi Meneg. Kominfo
9. . Percepatan Pemberantasan Korupsi o
Program Kejagung Jaksa Agung
10.  Percepatan Pemberantasan Korupsi
Program Plori Ka-Polri
11,

Percepatan Pemberantasan Korupsi
Program Pemda

Gubernur / Walikota / Bupati

Korupsi melalun pelamsanaaﬂ iangkah Iaﬂgkah

Kesebelas aﬂgka 1 sampai 11 Instruksi Presiden
No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pem-

berantasan Korupsk;

sebagat akibat dari penataan berbagai instrumen,
sistem, prosedur dan peraturan perundang-

Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Monitoring .
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- ;undangan IR
B Dalam letum 11 (Sebeias) aﬂgka 4
'(emgat) huruf e duntruks:kan secara: khusus
kepada /
'_-Negara agar meiakukan Keordmass, Momtormg

‘dan Evaluasi dari pelaksanaan Tnstruksi Presiden

' No'S Tahun 2004 Tentang Percepatan Pem-
'b_era:ntasan Korupsi. Berdasarkan mandat
tersebut maka Menteri Negara Penaéyagunéan
Aparatur Negara menetapkan pnns:p kerja
Keordinasi, Mon;tonng dan Evaiuas: (Kermonev)
‘dan membentuk Ke]ompok Keqa Keordmas:
Momtormg dan Evaluasi Nasional (Pok;a
Karmonev Nasional) unituk melakukan_Kao_rdtnass,
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan f{nstruksi
Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percépatan
Pemberantasan Korupsi,

B Prinsip Kerja Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi '

Prinsip kerja dari Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
dilaksanakan secara berjenjang , artinya bahwa
masing-masing instansi pemerintah melakukan
Keordinasi, Monitoring dan Evaluasi di instansinya

Hakanisma Kora Korsono Bedenjmig

Penanggungewsh Kormenoy Haslouat
{ieniter] Hagan Fendoyaqunesen Aparatur Hogara)
&

Falhnona Helan Hopmaney Hasknal
{ Deputi Menladf Hegam PAH Bidang Pengswasen)

'_nten Negara Pendayagunaan Aparatur.

dan wajib melaporkan hasilnya kepada Presiden -

melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
'- -Negara Prms;p kerga kormonev secara ber-
jenjang mensyaratkan dibentuknya organisasi .
kormonev.di tingkat nasional maupun di tingkat - L
“instansi dan tingkat daerah, i
Koordtna& antara OrganlsaSi Kormonev

Nasional dan Orgamsas; Kormonev Instansi . -
maupun Orgamsasa Kormonay Daerah cilakukan -
dengan cara’ : '

a. Melakukan sosialisasi, penyei}aran,

asistensi pedoman umum kormonev,

petunjuk pelaksanaan serta modul-modul
yang berkaitan dengan pelaksanaan
instruksi:Presiden No 5 Tahun 2004
Tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

b. Penyelenggaraan rapat koordinasi nasio-
nal, regional dan sektoral;

C. Penyeienggaraan lkonsultasi publik;

d. Pengumpulan data, peninjauan lapangan,
pengolahan data dan penyusunan laporan
hasil evaluasi dalam rangka memberikan
saran dalam rangka pelaksanaan Instruksi
Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.

€. Organisasi Koordinasi Menitoring
dan Evaluasi Nasional
Guna melaksanakan kegiatan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi di tingkat nasional, maka

prs— p——— Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
" . gﬂm .u ) . = ”obt i = 24, 5 L
: PR TR IR T i ST UG GRS U g LR

k] 3 T
Setenn Toges T Batea Tugs Brann Tapas
Pmsigaten [ S anarten Aparatar Peuganan bl

Evaluasi Nasional (Organisasi Kormonev Nasional)
Penanggung jawab Kormonev Nasional
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i Sgrﬁi\‘a.lrofgz.n.isaﬂl Karmanev Masiu_né! R ISt

Orgzizazt Kommenay inetanei Pueal

2 Bupat WaTot

Qrg_arsksuﬂa_mam&mhab!s(m .

adaiah Menterz Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara yvang memiliki kewenangan

SRR 'Mengarahkan kegiatan Koordmas:, Moni-
foring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi
Presiden No 5 Tahun 2004 guna mem-
-percepat pemberantasan korupsi.

- ~Melaporkan kegiatan Koordinasi Monitor-

-ing dan Evaluast pelaksanaan Instruksi
Presiden No 5 Tahun 2004 kepada Presiden
Republik Indonesia secara pericdik,

- - Menetapkan struktur organisasi, personel
dan mekanisme keria Koordinasi, Monitor-
ing dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi
Presidgen No & Tahun 2004,

Pelaksana Harian Kormonev Masional adalah

Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Bidang Pengawasan yang memiliki

kewenangan ;

- Melaksanakan kegiatan Kormonev ins-
truksi Presiden No 5 Tahun 2004 dan
melaperkan hasiliya secara perioadik
kepada Penanggung jawab karmonev

Bl b o |
TECTF TR

SO pawnd Peen ___l

Kormonev Inpres No 5 Tahun 2004 kepada i | .
Pres;den Republik Iﬂdon@sm _
Mengmgat besamya tanggung ]awab yang :

_' _'__dnemban oleh: Orgarusast Kormonev Nasional,
: -f--_maka dalam petaksanaaﬂ tugasnya, Pe%aksana_':__-- o
-.Harian %(o;’monev Nasional dibantu oleh Tlm___:
- Kormonev Nasrona!yang te;dlrz ciarl, : -

Seka‘e%:ariat E{mmme‘w Masional -

Tugas dari- Sekreiarfat Kormonev Nasional
adalah : B 3 - R,
i Mengumpuikan mengofah dan menylap~ '
- kan data/informasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004
dan/atau vang diminta oleh Pokia Kor-
maonev Nasionak

2. Membantu Pelaksana Harian Kermonev
Nasional dalam melaksanakan kegiatan
Keordinasi Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun
2004 dan penyiapan laporan kepada
Presiden Repubiik Indonesia.

3 Berkeordinasi dengan Pokja Kormonev
Nasional dalam penyiapan laporan Pe-
nanggung jawab Kormonev Masional
kepada Presiden Republik Indonesia dan
puilikasi kepada masyarakat.

Sektretariat Kormonev Nasional merupa-
kan strukiural di Kementrian Negara Pen-
dayagunaan Aparatur Negara, dipimpin oleh
Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi

- Membantu Penanggung jawab kormoney
Nasional dalam menyusun fapcran kegiatan

Y L 2 ) ST A0 D § | et T i, Y

PR AR I Sah i £ DT | ) UIU‘J.‘JI \h:»ur:p o V}.} yGiH\_:}
membawahi 3 (liga) bidang, yaitu 1 Bidang
pemantauan dan Verifikasi data, pengolahan

Pembeniukan Kelempok Kerja Xoordinasi Monitoring ...

(Edlclie Imanue! Doloksanbul 52




.data, evaluass cfan peiaporan R
Kelompok Kerja Kcordunas;, Momtormg dan

o Evaluasn Nasmnai (Pokja Kormonev Nassonal)

' :Anggota dara Pok;a Kormonev Nasional ‘i:erdzn dari

:pe]abat pemermtah Imtas mstansr ‘unsur
S -_.masyarakat perguruan tinggi dan duma usaha
~ yang berkompeten dalam pemberantasan

- korup_sx._Sus_unan dan personel Pokja Kormonev
_N_asi'onai_ ditetapkan oleh Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Penang-
‘gungjawab Kormonev Nasional. Pada tanggal 22
Februari 2006 telah dibentuk Pokja Kormonev
Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Megara No : Kep/ 25/
M.PAN/ 02 /2006 Tentang Kelompok Kerja
. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanzan
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

" Pokia Kormonev Nasional mempunyai
tugas @ (1) Membahas bahan-bahan yang
berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5
Tahun 2004 dalam rangka memonitor dan
mengevaluasi program-program pemberantasan
korupsi, penyusunan laporan kepada Presiden
Republik Indonesiz, dan publikasi kepada
masyarakat; (2) Mengadakan pertemuan
koordinasi secara periodik atas undangan
Pelaksana Harian Kormonev Nasional; (3)
Berkoordinasi dengan Sekretariat Kormonev
Nasional dalam penyiapan laporan Penanggung-
jawab Kormonev Nasional kepada Presiden
Republik Indonesia dan publikasi kepada

ditindak lanjuti; dan (5) Setiap anggota Pokja - .-

Kormonev Nasional memberikan data dan
informasi yang dlperlukan Pokia yang berasal darl _:3
_instansu Iembaga yang dxwakzi:

Satuan Tugas _
Guna menangani masalah akiual dalam

pemberantasan korupsi, pelaksana Harlan

Kormonev imembentuk satuan tugas yang saat

ini telah dibentuk empat satuan tugas, yaitu; '_ _

Satuan tugas Pencegahan, Satuan tugas

Penegakan Hukum, Satuan tugas Penertiban

Aparatur Negara, dan Satuan tugas Pelayanan

Publik
Setiap satuan tugas dipimpim oleh seorang

koordinator satuan tugas vang berasal dari

anggota Pokja Kormonev Nasional, masing-
masing koordinator satuan tugas dapat mem-
bentuk tim yang anggotanya berasal dari anggota

Polga Kormonev Nasional, tim inf dibentuk sesuai

dengan keperfuan yang umumnya dibentuk untuk

merespen adanya laporan dari masyarakat
tentang adanya dugaan korupsi.

Settap satuan tucas memiliki kewajiban :

1, Membantu Pelaksana Harlan Kormonev
dalam menganalisa masalah-masalah
aktual di bidangnya, yang berasal dari
aduan masvarakat maupun dari media
massa yang meresahkan masyarakat.

2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Pelaksana Harian
Kormoney.

LRI+ Y]] o%‘\at, (4) St:’l.;z:lp =1 zggu’na Pu:%jd i"\U! LS
Nasional menyampaikan hasil rapat Pokja kepada
pimpinan instansi / lembaga yang diwakili urtuk

Ly

Berkoorinas Uemga SeRrerararRors
monav Nasional dalam pelaksanaan
tlgasnya.
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_ - Daiam upaya pemberan‘casan korups; o
: .penjatuhan sanksi. hukum bag; pelaku tmdak_. :
_ psdana'%@ru simerupakan hal pentm namun"-’"_ e
'Eebnh ___askaka djiakukan upaya Upaya ntuk}'_..:

e mﬂncegah teqadznya i:mdak pxdana korupg

" 'satu upaya pencegahan teaadmya tmdak pndana'._'”:."-
korups; adalah dengan dtterbztkannya Iﬂpres .
Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan: i

Pemberantasan Korupsi yang ‘memberikan
instruksi khusus kepada Menten Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara untuk me- .

lakukan Koordinasi Menitoring dan Evaluasi
pe[aksanaan Instruksi Presiden. Koardmasx, Moni-

t’ormg dan Evaiuasa d[iakukan secara barjeénjang
yang dlharapkan melalul pengawasan beqemang _
ini menutup kesempatan _bagl teﬁad_z_nya tmd_ak -
pidana korupsi..Agar pelaksanaannya dapat .’
berjalan dengan baik maka Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara membentuk
Organisasi Kormanay Nasional.

Pembentukan Organisasi Kormonev

mstansn untuk melaksanakan kegzatan kormanev

sebagazmaﬂa diamanatkan dalam Instruksi

Preszden Momor 5 Tahun 2004 Tenita"ag

?erc:epatan Pemberantasan Korups: Kesadaran '
_ ptmpman mstaﬂss untuk membentuik Orgamsasn
.-Kcrmenev dan Pokja Kormoneyv di masing-

masmg msmnsmya merupakan kuncl suksesnya
peiaksanaan Instruksi Presiden ini, Klranya

o terb@ni:uknya Pokja Kormonev Nasional ini dapat
- menjadi semangat baru dalam pemberaniasan

ko;upsz di tanah air, melengkapi iembaga-
lembaga pemberantas korupsi yang sebeluminya
telah ada.m

'-Nassoaa! henciaknya bukanlah merupak&n tujuaﬂ L
'_akh:r namun d:harapkan hanya mempakan alat

; ;guna memberantas tmciak p:dana kempsr, Karema -

- *"dasadan bahwa berbagaa upaya yang dllakukan,:: -

"pidana korupsa itu sendm masuh terjadl S
- Pataksanaan kormonev sangat ber gamung pada s
: kesadaran ‘dari ‘masing- masing pimpinan

Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Monitering ... (Fdldiie imanuel Doloksarbu) BS
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. ;.-Gunawaﬂ Hadzsasﬂo Lukman Sukarma ?edoman Umum Keordmasa Monitoring dan Evaiuas;_"- - |
--__'-_:_-Peiaksanaan Instruks: Fresaden Nomcr 5 Tahun 2004 Tentanq memherantasan Korupsi, :iakarta,-:f:'_f
3-Kementerlan Pendayagunaan Aparatur Nagara, 20{}5 ha!amaﬂ 1-2

> __Achmad Zamun Korupsi Berbaas Tradlsa Akar E(ultura! Penvzmnanczan di Indonesxa Tangerang, :
v Polygan Graphlc, 20086, haiaman 44, '

_Guﬂawaﬂ Hadlsusulo, Lukman Sukarma Opcnt haiaman 13
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